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Menimbang

Mengingat

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar

Negeri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan
Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal
Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on
Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna
Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition
of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina
mengenai Hubungan  Konsuler beserta  Protokol
Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan
(Vienna Convention on Consular Relations and Optional
Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations
Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3211);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor
SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia
di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01
Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016
Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG VISA
DIPLOMATIK DAN VISA DINAS.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan
Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat
persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan
perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar
untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas
yang bersifat diplomatik.

Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan
oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik
Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia  yang memuat
persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan
perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar
untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas
resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah
Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang.

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar
Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik
Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat
pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas
batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar
Wilayah Indonesia.

Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara
Indonesia.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal dan

Konsul Republik Indonesia.
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(2)

(1)
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(3)

Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat pada Direktorat
Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
atau pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang
spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan
kepada  pihak-pihak yang berkepentingan guna
menandatangani dan melegalisasi dokumen
kekonsuleran.

Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing
untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan
keimigrasian.

Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada
Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi
menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.

Menteri adalah Menteri Luar Negeri.

BAB II
VISA DIPLOMATIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Visa Diplomatik diberikan berdasarkan permohonan.
Permohonan Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perwakilan
Republik Indonesia.

Pasal 3
Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang
paspor diplomatik atau paspor lain untuk melaksanakan
tugas yang bersifat diplomatik.
Pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing
pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian
internasional, asas timbal balik, dan penghormatan.
Visa Diplomatik dapat diberikan kepada suami atau isteri

dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25



(4)

(1)
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(dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan
menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing
pemegang paspor diplomatik atau paspor lain dalam
melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3)
dan ayat (4) meliputi tapi tidak terbatas pada paspor

dinas, paspor biasa, dan laissez passer.

Pasal 4
Berdasarkan pertimbangan alasan khusus dan atas
dasar timbal balik, Visa Diplomatik dapat diberikan
kepada anak-anak yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah berusia lebih dari 25
(dua puluh lima) tahun.
Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kesehatan fisik dan/atau mental; atau

b. kultur.

Pasal 5
Visa Diplomatik dapat diberikan untuk:
a. 1 (satu) kali perjalanan; atau
b. beberapa kali perjalanan.
Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor
diplomatik atau paspor lain untuk melakukan kunjungan
singkat atau penempatan pada perwakilan diplomatik,
perwakilan konsuler negara asing, atau organisasi
internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan

tugas yang bersifat diplomatik.
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(2)

(3)

(4)

(S)

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Visa Diplomatik

Pasal 6

Permohonan Visa Diplomatik dapat diajukan secara

manual atau elektronik di Perwakilan Republik

Indonesia.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan dengan mengisi formulir permohonan Visa

Diplomatik dan melampirkan persyaratan:

a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6
(enam) bulan;

b. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa
Diplomatik dan keterangan mengenai penugasan
yang bersangkutan;

c. 2 (dua) lembar pasfoto berwarna; dan

d. dokumen pendukung apabila diperlukan.

Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

memuat:

a. nama lengkap dan tanggal lahir;

b. jabatan dan formasi yang akan diisi atau digantikan;

c. jadwal kedatangan/perjalanan;
perkiraan masa penugasan di Indonesia; dan

e. informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf
bawaan yang akan mendampingi.

Informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf

bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e

meliputi:

a. nama lengkap;

b. tanggal lahir;

c. hubungan dengan pejabat yang bersangkutan; dan

d. jadwal perjalanan.

Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ harus memenuhi kriteria:

a. foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

b. Dberlatar belakang warna putih;

c. berpakaian resmi;



(6)
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wajah menghadap lurus ke depan;

tidak menggunakan kacamata;

penggunaan hijab memperlihatkan seluruh bagian
wajah, dengan warna hijab berbeda dengan latar
belakang foto; dan

berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter).

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d berupa:

a.

b.

surat undangan dari pihak penyelenggara;

surat konfirmasi keikutsertaan kegiatan pelatihan,
konferensi atau pertemuan internasional yang
dilaksanakan di Indonesia;

surat keterangan sehat;

kartu identitas; dan/atau

surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait
bagi penugasan Orang Asing yang bersifat
diplomatik pada perwakilan asing atau organisasi
internasional di Indonesia, lembaga negara asing di

Indonesia, atau instansi Pemerintah Indonesia.

Pasal 7

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, penerbitan Visa Diplomatik

memerlukan persetujuan Menteri bagi:

a.

b.

C.

Orang Asing pemegang paspor lain untuk masuk
Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang
bersifat diplomatik;

Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa
Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan; atau
Orang Asing yang akan ditempatkan pada perwakilan
diplomatik, perwakilan konsuler, organisasi
internasional, atau yang akan bertugas di Wilayah
Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah
negara lain dan/atau organisasi internasional

berdasarkan perjanjian internasional.
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(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan oleh Kepala Perwakilan Republik
Indonesia kepada Menteri.

(3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikecualikan bagi Orang Asing beserta
anggota keluarganya yang akan melaksanakan tugas
penempatan sebagai kepala perwakilan asing yang telah

mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia.

Pasal 8
Format formulir permohonan Visa Diplomatik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 9
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
terpenuhi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan

Visa Diplomatik dengan mempertimbangkan asas timbal

balik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Visa Diplomatik

Pasal 10

(1) Permohonan Visa Diplomatik secara manual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat
dilakukan melalui pos atau diserahkan secara langsung
pada hari kerja oleh pemohon atau yang mewakili.

(2) Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 tidak lengkap maka permohonan dikembalikan
untuk dilengkapi.

(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 telah terpenuhi, pemohon atau yang mewakili
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menerima pemberitahuan untuk menyampaikan
paspornya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
Pemohon atau yang mewakili menyampaikan paspor
kepada  Perwakilan  Republik Indonesia dengan
menyertakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia  menerbitkan Visa Diplomatik dengan
membubuhkan tanda tangan pada stiker atau stempel

Visa Diplomatik di paspor pemohon.

Pasal 11
Dalam hal permohonan Visa Diplomatik diajukan secara
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
pemohon mengisi formulir permohonan Visa Diplomatik
yang tersedia pada laman resmi Perwakilan Republik
Indonesia.
Pemohon mengunggah kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada laman resmi
Perwakilan Republik Indonesia.
Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 tidak lengkap, pemohon  menerima
pemberitahuan secara elektronik untuk melengkapi
persyaratan.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 terpenuhi, pemohon atau yang mewakili
menerima pemberitahuan secara elektronik untuk
menyampaikan paspornya kepada Perwakilan Republik
Indonesia.
Pemohon atau yang mewakili menyampaikan paspor
kepada  Perwakilan Republik Indonesia dengan
menyertakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5).
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Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia  menerbitkan Visa Diplomatik dengan
membubuhkan tanda tangan pada stiker atau stempel

Visa Diplomatik di paspor pemohon.

Pasal 12

Dalam hal permohonan Visa Diplomatik secara manual
atau elektronik memerlukan persetujuan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala
Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan
permohonan yang telah memenuhi persyaratan kepada
Direktur Konsuler melalui aplikasi online.

Penerbitan Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah Kepala Perwakilan Republik

Indonesia memperoleh otorisasi dari Menteri.

Pasal 13
Pemberian otorisasi Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 dapat didelegasikan kepada Pejabat yang
Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
verifikasi berkas permohonan Visa Diplomatik yang
disampaikan Perwakilan Republik Indonesia melalui
aplikasi online.
Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
otorisasi kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia
untuk menerbitkan Visa Diplomatik bagi pemohon.
Otorisasi penerbitan Visa Diplomatik disampaikan
kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan melalui
aplikasi online diterima Direktorat Konsuler.
Dalam hal diperlukan, otorisasi penerbitan Visa
Diplomatik kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia
dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari

instansi terkait.
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Bagian Keempat
Penerbitan Visa Diplomatik Atas Kuasa Kepala Perwakilan

Republik Indonesia

Pasal 14
Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Visa
Diplomatik kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia,
dengan ketentuan:
a. pemohon merupakan pemegang paspor diplomatik; dan
b. melakukan kunjungan singkat di Wilayah Indonesia guna

melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Bagian Kelima

Bebas Visa Diplomatik

Pasal 15

(1) Orang Asing dari negara tertentu dengan perjanjian
internasional yang bersifat timbal balik dapat dibebaskan
dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik untuk
melakukan kunjungan singkat di Wilayah Indonesia.

(2) Untuk dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa
Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang
Asing harus menunjukkan paspor diplomatik yang sah
dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan kepada

pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Bagian Keenam

Masa Berlaku Visa Diplomatik

Pasal 16
(1) Visa Diplomatik harus dipergunakan paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2) Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Diplomatik

dinyatakan tidak berlaku.
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(3) Dalam hal Visa Diplomatik dinyatakan tidak berlaku,
Orang Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus

mengajukan kembali permohonan Visa Diplomatik.

Pasal 17
Visa Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berlaku selama 12
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketujuh

Penolakan Visa Diplomatik

Pasal 18
(1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat yang

Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dapat

menolak permohonan Visa Diplomatik.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal Orang Asing sebagai pemohon:

a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;

b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan
masih berlaku;

c. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk
melanjutkan perjalanan ke negara lain;

d. tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal
atau tidak memiliki visa ke negara lain;

e. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal
lain yang dapat membahayakan kesehatan atau
ketertiban umum;

f. terlibat tindak  pidana  transnasional yang
terorganisasi atau  membahayakan = keutuhan
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan/atau

g. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan
prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan
manusia.

(3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

penolakan permohonan Visa Diplomatik dapat dilakukan



(4)
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berdasarkan  pertimbangan khusus dari Kepala
Perwakilan Republik Indonesia.
Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) tidak wajib diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 19

Penolakan Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 dilaporkan kepada Menteri.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedelapan

Bentuk dan Format Visa Diplomatik

Pasal 20
Visa Diplomatik berbentuk stiker yang dilekatkan pada
paspor Orang Asing.
Visa Diplomatik juga dapat berbentuk stempel yang
diterakan pada paspor Orang Asing.

Pasal 21

Stiker Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) dicetak pada kertas yang memiliki
standardisasi dan spesifikasi khusus tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Stiker Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat informasi tentang:

a. jenis visa;

b. indeksasi visa;

c. masa berlaku visa,

d. nomor otorisasi;

e. nama pemohon;

f.  nomor paspor pemohon;

g. masa tinggal di Wilayah Indonesia;

h. tanda tangan dan nama Kepala Perwakilan Republik

Indonesia atau Pejabat yang Ditunjuk di Perwakilan
Republik Indonesia; dan

i.  stempel perwakilan Republik Indonesia.



2018, No. 977

(1)

(2)

(1)

(2)
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-14-

Pasal 22

Stempel Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) berbentuk segi empat yang memiliki
standardisasi dan spesifikasi khusus tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Stempel Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:

a. jenis visa;

b. indeksasi visa;

c. masa berlaku visa,

d. nomor otorisasi,

e. nama pemohon;

f.  nomor paspor pemohon;

g. masa tinggal di Wilayah Indonesia;

h. tanda tangan dan nama Kepala Perwakilan Republik

Indonesia atau Pejabat yang Ditunjuk di Perwakilan
Republik Indonesia; dan

i. stempel Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 23

Stempel Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2) dapat digunakan dalam hal:

a. stiker Visa Diplomatik habis;

b. terdapat gangguan pada program aplikasi dan/atau
peralatan untuk proses penerbitan Visa Diplomatik;
atau

c. situasi darurat atau bencana alam.

Penggunaan stempel Visa Diplomatik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disertai surat keterangan

dari Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 24
Indeksasi Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf b
terdiri atas:

a. indeks jenis Visa Diplomatik;
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b. tyujuan kunjungan; dan

c. kode wilayah tempat Perwakilan Republik Indonesia
yang menerbitkan visa.

Indeksasi Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
VISA DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25
Visa Dinas diberikan berdasarkan permohonan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 26

Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang
paspor dinas atau paspor lain untuk melaksanakan tugas
resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing pemegang
paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional,
asas timbal balik, dan penghormatan.

Visa Dinas dapat diberikan kepada suami atau isteri dan
anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua
puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan
menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing
pemegang paspor dinas atau paspor lain dalam
melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
tapi tidak terbatas pada paspor diplomatik, paspor biasa,

dan laissez passer.
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Pasal 27
Berdasarkan pertimbangan alasan khusus dan atas
dasar timbal balik, Visa Dinas dapat diberikan kepada
anak-anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (3) yang telah berusia lebih dari 25 (dua puluh
lima) tahun.
Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
meliputi:
a. kesehatan fisik dan/atau mental; atau

b. kultur.

Pasal 28
Visa Dinas dapat diberikan untuk:
a. 1 (satu) kali perjalanan; atau

b. beberapa kali perjalanan.

(2) Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

(1)

(2)

kepada Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor
lain untuk melakukan kunjungan singkat atau
penempatan pada perwakilan diplomatik, perwakilan
konsuler negara asing, atau organisasi internasional di
Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang

tidak bersifat diplomatik.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Visa Dinas

Pasal 29
Permohonan Visa Dinas dapat diajukan secara manual
atau elektronik di Perwakilan Republik Indonesia.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dengan mengisi formulir permohonan Visa
Dinas dan melampirkan persyaratan:
a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6
(enam) bulan;
b. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Dinas
dan keterangan mengenai penugasan yang

bersangkutan;
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c. 2 (dua) lembar pasfoto berwarna; dan

d. dokumen pendukung apabila diperlukan.

Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

memuat:

a. nama lengkap dan tanggal lahir;

b. jabatan dan formasi yang akan diisi atau digantikan;

c. jadwal kedatangan/perjalanan;

d. perkiraan masa penugasan di Indonesia; dan

e. informasi mengenai anggota keluarga yang akan
mendampingi.

Informasi mengenai anggota keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

a. nama lengkap;

b. tanggal lahir;

c. hubungan dengan pejabat yang bersangkutan; dan

d. jadwal perjalanan.

Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ harus memenuhi kriteria:

a. foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

b. Dberlatar belakang warna putih;

c. berpakaian resmi;

d. wajah menghadap lurus ke depan;

e. tidak menggunakan kacamata;

f. penggunaan hijab memperlihatkan seluruh bagian

wajah, dengan warna hijab berbeda dengan latar
belakang foto; dan

g. berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter).

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d berupa:

a. surat undangan dari pihak penyelenggara;

b. surat konfirmasi keikutsertaan kegiatan pelatihan,
konferensi atau pertemuan internasional yang
dilaksanakan di Indonesia;

c. surat keterangan sehat; dan/atau

kartu identitas.
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Pasal 30
(1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), penerbitan Visa Dinas
memerlukan persetujuan dari Menteri bagi:

a. Orang Asing pemegang paspor lain yang akan
melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk
melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat
diplomatik;

b. Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa
Dinas untuk beberapa kali perjalanan; atau

c. Orang Asing yang akan ditempatkan pada perwakilan
diplomatik, perwakilan konsuler, organisasi
internasional, atau yang akan bertugas di Wilayah
Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah
negara lain dan/atau organisasi internasional
berdasarkan perjanjian internasional.

(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan oleh Kepala Perwakilan Republik

Indonesia kepada Menteri.

Pasal 31
Format formulir permohonan Visa Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 32
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 terpenuhi Kepala Perwakilan Republik Indonesia
menerbitkan Visa Dinas dengan memperhatikan asas timbal

balik.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

19 2018, No. 977

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Visa Dinas

Pasal 33
Permohonan Visa Dinas secara manual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan
melalui pos atau diserahkan secara langsung pada hari
kerja oleh pemohon atau yang mewakili.
Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 tidak lengkap maka permohonan dikembalikan
untuk dilengkapi.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 telah terpenuhi, pemohon atau yang mewakili
menerima pemberitahuan untuk menyampaikan
paspornya ke Perwakilan Republik Indonesia.
Pemohon atau yang mewakili menyampaikan paspor ke
Perwakilan Republik Indonesia dengan menyertakan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia menerbitkan Visa Dinas dengan
membubuhkan tanda tangan pada stiker atau stempel

pada paspor pemohon.

Pasal 34

Dalam hal permohonan Visa Dinas diajukan secara
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1), pemohon mengisi formulir permohonan Visa Dinas
yang tersedia pada laman resmi Perwakilan Republik
Indonesia.

Pemohon mengunggah kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada laman

resmi Perwakilan Republik Indonesia.



2018, No. 977

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

-20-

Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 tidak lengkap, pemohon menerima
pemberitahuan secara elektronik untuk melengkapi
persyaratan.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 terpenuhi, pemohon atau yang mewakili
menerima pemberitahuan secara elektronik untuk
menyampaikan paspornya kepada Perwakilan Republik
Indonesia.

Pemohon atau yang mewakili menyampaikan paspor
kepada  Perwakilan  Republik Indonesia dengan
menyertakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia menerbitkan Visa Dinas dengan
membubuhkan tanda tangan pada stiker atau stempel

Visa Dinas pada paspor pemohon.

Pasal 35

Dalam hal permohonan Visa Dinas secara manual atau
elektronik memerlukan persetujuan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Perwakilan
Republik Indonesia menyampaikan permohonan yang
telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Konsuler
melalui aplikasi online.

Penerbitan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah Kepala Perwakilan Republik

Indonesia memperoleh otorisasi dari Menteri.

Pasal 36
Pemberian otorisasi Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dapat didelegasikan kepada Pejabat yang

Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.
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Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
verifikasi berkas permohonan Visa Dinas yang
disampaikan Perwakilan Republik Indonesia melalui
aplikasi online.

Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
otorisasi kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia
untuk menerbitkan Visa Dinas bagi pemohon.

Otorisasi penerbitan Visa Dinas disampaikan kepada
Kepala Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah permohonan melalui aplikasi
online diterima Direktorat Konsuler.

Dalam hal diperlukan, otorisasi penerbitan Visa Dinas
kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dilakukan

setelah memperoleh pertimbangan dari instansi terkait.

Bagian Keempat

Penerbitan Visa Dinas atas Kuasa Kepala Perwakilan

Pasal 37

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Visa

Dinas kepada Kepala Perwakilan, dengan ketentuan:

a.
b.

(1)

(2)

pemohon merupakan pemegang paspor dinas; dan
melakukan kunjungan singkat di Wilayah Indonesia utuk

melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Bagian Kelima

Bebas Visa Dinas

Pasal 38
Orang Asing dari negara tertentu dengan perjanjian
internasional yang bersifat timbal balik dapat dibebaskan
dari kewajiban memiliki Visa Dinas untuk melakukan
kunjungan singkat di Wilayah Indonesia.
Untuk dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing

harus menunjukkan paspor dinas yang sah dan masih
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berlaku paling singkat 6 (enam) bulan kepada pejabat

imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Bagian Keenam

Masa Berlaku Visa Dinas

Pasal 39

Visa Dinas harus dipergunakan dalam waktu paling lama
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterbitkan.

Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Dinas
dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal Visa Dinas dinyatakan tidak berlaku, Orang
Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus

mengajukan kembali permohonan Visa Dinas.

Pasal 40

Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b berlaku selama 12

(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(1)

(2)

Bagian Ketujuh

Penolakan Visa Dinas

Pasal 41

Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat yang
Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dapat
menolak permohonan Visa Dinas.

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal Orang Asing sebagai pemohon:

a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;

b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan

masih berlaku;
c. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk

melanjutkan perjalanan ke negara lain;
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d. tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal
atau tidak memiliki visa ke negara lain;

e. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal
lain yang dapat membahayakan kesehatan atau
ketertiban umum;

f. terlibat tindak  pidana  transnasional yang
terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

g. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan
prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan
manusia.

Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

penolakan permohonan Visa Dinas dapat dilakukan

berdasarkan  pertimbangan khusus dari Kepala

Perwakilan Republik Indonesia.

Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) tidak wajib diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 42

Penolakan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

dilaporkan kepada Menteri.

(1)

(2)

(1)

Bagian Ketujuh

Bentuk dan Format Visa Dinas

Pasal 43
Visa Dinas berbentuk stiker yang dilekatkan pada paspor
Orang Asing.
Visa Dinas juga dapat berbentuk stempel yang diterakan

pada paspor Orang Asing.

Pasal 44
Stiker Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) dicetak pada kertas yang memiliki standardisasi
dan spesifikasi khusus tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Stiker Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
paling sedikit memuat informasi tentang:

a. jenis visa;

b. indeksasi visa;

c. masa berlaku visa,

d. nomor otorisasi;

e. nama pemohon;

f.  nomor paspor pemohon;

g. masa tinggal di Wilayah Indonesia;

h. tanda tangan dan nama Kepala Perwakilan Republik

Indonesia atau Pejabat yang Ditunjuk di Perwakilan
Republik Indonesia; dan

i.  stempel perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 45

Stempel Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (2) berbentuk segi empat yang memiliki
standardisasi dan spesifikasi khusus tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Stempel Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat informasi tentang:

a. jenis visa;

b. indeksasi visa;

c. masa berlaku visa,

d. nomor otorisasi;

e. nama pemohon;

f.  nomor paspor pemohon;

g. masa tinggal di Wilayah Indonesia;

h. tanda tangan dan nama Kepala Perwakilan Republik

Indonesia atau Pejabat yang Ditunjuk di Perwakilan
Republik Indonesia; dan

i. stempel perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 46
Stempel Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 ayat (2) dapat dipergunakan dalam hal:
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a. stiker Visa Dinas habis;
b. terdapat gangguan pada program aplikasi dan/atau
peralatan untuk proses penerbitan Visa Dinas; atau
c. situasi darurat atau bencana alam.
(2) Penggunaan stempel Visa Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disertai surat keterangan dari

Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 47
(1) Indeksasi Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (2) huruf b dan Pasal 45 ayat (2) huruf b terdiri
atas:
a. indeks jenis Visa Dinas;
b. tujuan kunjungan; dan
c. kode wilayah tempat Perwakilan Republik Indonesia
yang menerbitkan visa.
(2) Indeksasi Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Formulir Permohonan Visa Diplomatik

Application Form for Diplomatic Visa

GENERAL INFO

Submit to the Indonesian Mission in
Duration of Stay

Type of Visa

Type of Entries

Purpose of Visa

FLIGHT/ENTRY/EXIT INFO

Flight/Vessel Name

Flight Number

Type Of Ticket

Date of Ticket Issued

Place of Ticket Issued

Date of Ticket Expiry

Port of Entry Into Indonesia
Date of Entry Into Indonesia
Port of Exit from Indonesia

Date of Exit from Indonesia
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PERSONAL DATA

Given Name P PP PP P
Sex : O Male O rFemale

Surname L e ettt ettt anaeenn
Marital Status : |:| Married D Single

Place of Birth P SO PP PRSPPI
Date of Birth T ettt et e e e eanen
Nationality N
Address P PP PRSP
City PP PRSPPI
Province PP
Postal Code T ettt et e e e eanen
Telephone L e e e e ettt et et e et e e aaan
Email N
Handphone T ettt et e e e eanen

PARENT INFO

Name Of Father 1 o e e
Profession S P PP
Name Of MoOteT 1 o e e
Profession PP PTPPPPPRPUPP
PROFESSION

Profession PP
CUurrent POSITION 1 .o e e e e e
Company NATILE 1 i i it it st stssaues o raeriatarraerases
Com PaANY A eSS . o e
City PRSPPI
Province PP
Postal Code P PP PRSP
Country P

Cffice Phone L et ee et eae e e e aera ey
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Office Fax PP PIPPEPPI
Office Email L e ettt et e
PASSPORT

Type of Passport PRSP PPPPRPN
Passport Number SRRSO PPN
Date of Passport's ISS11E © .ot e
Date of Passport's EXPITV: .o e e
Place of Passport's ISSUIE: <. e e

FAMILY MEMBERS

Please mention if your husband/wife/children are accompanying vou and
have been entered in your travel document

Relation Sex Place of Date of Surname Name
Birth Birth
................. F/M
................. /M
................. F/M
................. E/M

SPONSOR IN INDONESIA

Type of Spensor O PSPPSR
Contact Person of Sponscr L e ettt aae e
Title/Position T e e e e ea
Name of Company,/INSTUTUEHOTIL © ..ot e e eaees
Address T e e e e
City O
Telephone O PP PRSP
Fax/Email N

OTHER INFORMATION

Have you ever been to Indonesia before ? [] Yes [ No
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IT Yes, Date of Visit Purpose of Visit P e

Are you in possession of any other countries travel documents?

|:| Yes D No

Do you have previous visa to enter Indonesia ? O ves O no
Has your visa application been denied before » O ves O o
Have you ever been forced to leave Indonesia ? O ves O no
Have vou ever been committed a crime or any offence? O ves O o
Do you have health problem? O ves O wNo
If Yes, give detail

Have you been previously posted abroad? O ves O o

First last posting abroad ... ..

Second last posting abroad ... e

Please Attach Your photograph (2 pieces of 4X6 size)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

CONTOH STIKER VISA DIPLOMATIK

— TN
= ' lomatic Visa
N o . 086412
Place of issue Date of issue. Date of Expiry
No of entries. Application No. le'}dsﬁy

Sumame / Given name Index Visa
N

P‘sapqhb. Sex Dateofbith  Country

086412

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI
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LAMPIRAN IIT

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

CONTOH STEMPEL VISA DIPLOMATIK

Visa Diplomatik/Dinas

Diizinkan mengadakan

perjalanan Ke Indonesia untuk tinggal
selama hari
Good for

to Indonesia within

Nama Nomor Paspor
Name Passport Number

Izin Indeks visa
Authorization Index visa

Berlaku hanya apabila mendarat di Indonesia
dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal
pemberian dan jika paspor masih berlaku.
Valid only for entry into Indonesia within 3
(three} months from date of issue if passport
remains valid.

Diberikan di Tanggal
Issued Date

Kepala Perwakilan RI

Stempel Nama
Perwakilan RI
Gelar Diplomatik

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

CONTOH INDEKSASI VISA DIPLOMATIK

A. Indeks jenis Visa Diplomatik

B. Tujuan kunjungan

o R -

Penempatan

Konferensi/ Seminar/Kunjungan Kerja :

Sosial budaya dan Wisata
Magang/Kerja Sementara
Transit

Beberapa kali perjalanan

: 10

£ s~ L N

C. Kode Wilayah tempat Perwakilan RI yang menerbitkan Visa

1.

N g k0N

Perwakilan RI di wilayah Asia A
Perwakilan RI di wilayah Afrika AF
Perwakilan RI di wilayah Eropa E
Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Karibia : AM
Perwakilan RI di wilayah Australia & Selandia Baru : AU
Perwakilan RI di wilayah Pasifik P
Perwakilan RI di wilayah Timur Tengah TT

Contoh indeksasi Visa Diplomatik untuk kunjungan socsial budaya dan

wisata yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Timur

Tengah: 10 - 3 TT

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNG L. P. MARSUDI
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Contoh Formulir Permohonan Visa Dinas
Application Form for Service Visa

GENERAL INFO

Submit to the Indonesian Mission in OO
Duration of Stay PSSP PP
Type of Visa PSPPI
Type of Entries PSPPI
Purpose of Visa PSSP PP

FLIGHT/ENTRY/EXIT INFO

Flight/Vessel Name D e
Flight Number L e
Type Of Ticket . O Return [0 Through
Date of Ticket Issued T s
Place of Ticket Issued PP
Date of Ticket Expiry P
Port of Entry Into Indonesia P
Date of Entry Into Indonesia P P PPP PP
Port of Exit from Indonesia P PP PP

Date of Exit from Indonesia L e e aeaan
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PERSONAL DATA
Given Name
Sex : El Male

Surname

Marital Status : D Married
Place of Birth

Date of Birth
Nationality

2018, No. 977

Address L e ettt et ee e e e ae e e,
City P P PSPPI

Province
Postal Code
Telephone

Email L e ettt et ee e e e ae e e,

Handphone

PARENT INFO

Name of Father

Profession

L E= o Lolre ) 1Y o ol u T3 AR S

Profession

PROFESSION

Profession

CUITEINE POSITIOIL 1 ottt et et et e e et e e e ee et raeeens

Company Name

Com PanY AddrESS . o e
City N

Province
Postal Code

Country D e e

Cffice Phone



2018, No. 977 36

Office Fax L e ettt et e
Office Email L e ettt et e
PASSPORT

Type of Passport PRSP PPPPRPN
Passport Number SRRSO PPN
Date of Passport's ISS11E © .ot e
Date of Passport's EXPITV: .o e e
Place of Passport's ISSUIE: <. e e

FAMILY MEMBERS

Please mention if your husband/wife/children are accompanying vou and
have been entered in your travel document

Relation Sex Place of Date of Surname Name
Birth Birth
................. F/M
................. /M
................. F/M
................. E/M

SPONSOR IN INDONESIA

Type of Spensor O PSPPSR
Contact Person of Sponscr L e ettt aae e
Title/Position T e e e e ea
Name of Company,/INSTUTUEHOTIL © ..ot e e eaees
Address T e e e e
City O
Telephone O PP PRSP
Fax/Email N

OTHER INFORMATION

Have you ever been to Indonesia before ? [[] Yes [ No
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IT Yes, Date of Visit Purpose of Visit P e

Are you in possession of any other countries travel documents?

|:| Yes D No

Do you have previous visa to enter Indonesia ? O ves O no
Has your visa application been denied before » O ves O o
Have you ever been forced to leave Indonesia ? O ves O no
Have vou ever been committed a crime or any offence? O ves O o
Do you have health problem? O ves O wNo
If Yes, give detail

Have you been previously posted abroad? O ves O o

First last posting abroad ... ..

Second last posting abroad ...

Please Attach Your photograph (2 pieces of 4X6 size)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

CONTOH STIKER VISA DINAS

S i 086412

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

CONTOH STEMPEL VISA DINAS

Visa Diplematile/Dinas

Diizinkan mengadakan
perjalanan ke Indonesia untuk tinggal

Good for ...
Journey(s) to mdonesia within
it Days
Nama Nomor Paspor

Name Passport Number

Izin Indeks visa
Authorization Index visa

Berlaku hanya apabila mendarat di
Inonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan
terhitung tanggal pemberian dan jika
paspor masih berlaku

Valid only for entry into Indonesia within 3
{three) months jfrom date of issue if
passport remains valid.

Diberikan di Tanggal
Issued Date

Kepala Perwakilan RI

Stempel Nama
Perwakilan RI

Gelar Diplomatik

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

CONTOH INDEKSASI VISA DINAS

A. Indeks jenis Visa Dinas

B. Tujuan kunjungan:

AL S o

Penempatan

Konferensi/ Seminar/Kunjungan Kerja :

Sosial budaya dan Wisata
Magang/Kerja Sementara
Transit

Beberapa kali perjalanan

: 20

Z U~ W N o

C. Kode Wilayah tempat Perwakilan RI yang menerbitkan Visa

1.

Noo g~ N

Perwakilan RI di wilayah Asia A
Perwakilan RI di wilayah Afrika AR
Perwakilan RI di wilayah Eropa E
Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Karibia : AM
Perwakilan RI di wilayah Australia & Seclandia Baru : AU
Perwakilan RI di wilayah Pasifik P
Perwakilan RI di wilayah Timur Tengah TT

Contoh indeksasi Visa Dinas untuk kunjungan sosial budaya dan wisata

yvang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Timur Tengah:
20-3TT

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI





